BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Penerapan
Pajak Withholding tax pada perusahaan dagang PT. AAS, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. AAS belum mengetahui penerapan pajak secara optimal,
hanya memberikan imbalan berupa insentif kepada
distributor.

2. PT. AAS tidak membuat faktur pajak atas imbalan yang
diberikan.

3. PT. AAS membuat kesepakatan baru dengan distributor
mengenai peraturan baru.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat
diberikan kepada PT. AAS adalah memeriksa kembali apakah
pemotongan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, PT. AAS mengantisipasi terhadap terjadinya kesalahan
dalam perhitungan ketika perusahaan memberikan insentif kepada

distributor dan PPN terhutangnya.
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